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ROKOKILEGAL DI ENAM KOTA:

Seruan untuk Memperkuat Penegakan Hukum dan Pengawasan Cukai
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Peredaran rokok ilegal merupakan tantangan
bagi upaya pengendalian tembakau di Indonesia.
Karena harganya yang relatif lebih murah (1,2),
rokok ilegal cenderung diminati, terutama
oleh anak muda dan masyarakat dengan latar
belakang sosial ekonomi rendah (3). Situasi ini
memperparah persoalan kesehatan masyarakat
secara umum dan menghambat upaya
pemerintah dalam menurunkan prevalensi
merokok yang masih tinggi, yaitu 27,3% di
seluruh kelompok wusia berdasarkan Survei
Kesehatan Indonesia 2023. Selain merugikan
dari sisi kesehatan, peredaran rokok ilegal juga
berpotensi menurunkan pendapatan cukai dan
merugikan negara (4). Rokok ilegal sering kali
muncul akibat lemahnya sistem pengawasan
dan kebijakan cukai tembakau yang memberikan
celah untuk penghindaran dan penggelapan
pajak (1).

Dalam upaya memberantas perdagangan rokok
ilegal, pemahaman mengenai prevalensi rokok

Estimasi besaran rokok ilegal dilakukan melalui
survei kemasan rokok kosong yang telah dibuang
(littered pack survey) di enam kota besar: Jakarta,
Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan
Makassar? Kota-kota ini dipilih berdasarkan
pendekatan multikriteria yang sistematis untuk
memastikan distribusi demografis dan geografis
rokok ilegal yang cukup merepresentasikan
kondisi di kota-kota besar di Indonesia. Namun,
penting untuk dicatat bahwa hasil estimasi
besaran rokok ilegal dalam studi ini tidak dapat
dianggap sebagai representasi nasional. Temuan
dari masing-masing kota sebaiknya ditafsirkan
secara terpisah dan kontekstual.

ilegal di suatu negara menjadi sangat penting.
Informasi ini akan membantu pemerintah dalam
merumuskan dan menerapkan langkah-langkah
penegakan hukumyangtepatsasaran. Sayangnya,
penelitian atau informasi yang tersedia saat ini
masih terbatas. Oleh sebab itu, studi ini dilakukan
untuk memperkaya wawasan yang ada dengan
metodologi berbeda yang menggabungkan
penggunaan informasi terkait status legalitas
merek dan kesesuaian penggunaan pita cukai
rokok dalam analisis.

Ringkasan kebijakan ini disusun berdasarkan
studi terbaru CISDI (2025) yang memperkirakan
besaran dan mengidentifikasi karakteristik rokok
ilegal di enam kota besar di Indonesia. Hasil riset
ini memberikan bukti kuat yang dapat menjadi
dasar bagi para pembuat kebijakan untuk
memperkuat penegakan hukum, meningkatkan
kepatuhan pajak, dan mengurangi peredaran
rokok ilegal di Indonesia.

Desain dan proses pengumpulan data yang
digunakan dalam studi ini mengikuti praktik baik
internasional, khususnya merujuk pada Toolkit
on Measuring lllicit Trade in Tobacco Products
yang disusun oleh Economics for Health di Johns
Hopkins University (5). Kemasan rokok yang
terkumpul dianalisis berdasarkan kesesuaiannya
terhadap ketentuan pita cukai dan peringatan
kesehatan bergambar (Pictorial Health Warnings,
PHW) di Indonesia untuk mengidentifikasi
kemasan yang ilegal.

) Prevalensi rokok ilegal cukup signifikan

Prevalensi rokok ilegal di enam kota besar Indonesia adalah sebesar 10,77%®. Fenomena
ini menyoroti tantangan yang berpotensi melemahkan upaya pengendalian tembakau,
mengurangi dampak inisiatif kesehatan masyarakat yang bertujuan mengurangi prevalensi
perokok, dan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dari cukai. Temuan ini
menegaskan perlunya langkah-langkah yang lebih kuat dalam mengamankan rantai pasokan
tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.

2 Survei dilaksanakan pada 23 Oktober - 4 November 2024.
® Jumlah kemasan rokok yang terkumpul dan dapat dianalisis adalah 7.417 kemasan. Sebanyak 799 kemasan (10,77%) teridentifikasi sebagai

kemasan rokok ilegal.
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P Rokok bermerek tidak terdaftar merupakan jenis rokok ilegal yang paling dominan

Sebagian besar rokok ilegal (87,73%) adalah rokok bermerek tidak terdaftar (lihat Gambar
1). Produk-produk ini kemungkinan besar diproduksi oleh pelaku usaha kecil atau mikro
yang tidak memiliki izin resmi. Akibat ketiadaan pembatasan kepemilikan mesin pelinting
rokok di Indonesia, bisnis rokok skala kecil dapat dengan mudah bermunculan (6). Analisis
lebih lanjut menunjukkan bahwa 63,58% dari kemasan rokok ilegal bermerek tidak terdaftar
tidak memiliki pita cukai (atau polos), namun tetap mencantumkan PHW yang mengikuti
aturan. Temuan ini menunjukkan bahwa produsen rokok ilegal mampu mencetak peringatan
kesehatan bergambar sesuai ketentuan, sehingga produk mereka tetap tampak lazim di mata
konsumen, walaupun menghindari kewajiban membayar cukai.

Gambar 1. Rokok ilegal berdasarkan kategori kesesuaian
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) Makassar dan Surabaya mencatat prevalensi rokok ilegal tertinggi

Makassar dan Surabaya mencatat prevalensi rokok ilegal tertinggi, masing-masing sebesar
21,48% dan 20,61% (lihat Gambar 2). Tingginya angka ini kemungkinan disebabkan oleh letak
lokasi Surabaya yang berada di Provinsi Jawa Timur, wilayah dengan perkebunan tembakau
terbesar dan konsentrasi pabrik rokok tertinggi di Indonesia (7,8). Selain itu, Surabaya dan
Makassar merupakan kota dengan pelabuhan besar yang menghubungkan Indonesia bagian
tengah dan timur, sehingga berpotensi menjadi jalur distribusi rokok ilegal dari Surabaya
ke Makassar—yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah dengan luas perkebunan
tembakau dan jumlah pabrik rokok yang relatif kecil (8). Walau demikian, Semarang
yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Surabaya tercatat memiliki prevalensi di bawah 2%,
menegaskan bahwa tantangan ini bergantung pada faktor-faktor lokal. Penelitian lanjutan
perlu dilakukan untuk menelusuri peran jaringan distribusi dalam rantai pasok rokok ilegal.

Gambar 2. Prevalensi rokok ilegal berdasarkan kota
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REKOMENDASI
KEBIJAKAN

Memperkuat pengawasan di
pelabuhan besar dan wilayah
berisiko tinggi

Pelabuhan-pelabuhan  besar
terdapat di kota Makassar
berperan dalam distribusi rokok ilegal di
Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah
perlu segera memperkuat pemantauan dan
penegakan hukum di titik-titik transportasi
utama ini. Selain itu, pengawasan ketat terhadap
kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone,
FTZ) juga perlu dilakukan menimbang beberapa
bukti yang menunjukkan potensi area ini sebagai
saluran peredaran rokok ilegal (9,10).

seperti yang
dan Surabaya

Menerapkan sistem pelacakan dan
penelusuran (track and trace)

Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan
pita cukai dan operasi penegakan lapangan.
Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem
pelacakan dan penelusuran (track and trace)
guna memantau pergerakan produk tembakau
pada seluruh tahap rantai pasok secara real-
time (11). Sistem ini akan memungkinkan
Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi
dan melacak produk rokok ilegal agar tidak
mencapai konsumen akhir. Sistem ini juga dapat
memastikan bahwa produsen rokok yang sah
memenuhi kewajiban perpajakan mereka (12).
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Memperkuat pengawasan terhadap
produsen rokok skala mikro dan
kecil

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan
terhadap produsen rokok mikro dan kecil, serta
menutup kegiatan produksi yang tidak memiliki
izin resmi. Lebih lanjut, regulasi penjualan dan
kepemilikan mesin pelinting rokok penting untuk
diperketat agar mencegah penyalahgunaan.

Meratifikasi Kerangka Kerja WHO
untuk Pengendalian Tembakau
(Framework Convention on Tobacco
Control, FCTC)

Pemerintah  Indonesia perlu  meratifikasi
Framework Convention on Tobacco Control
(FCTC) dan Protocol to Eliminate lllicit Trade
in Tobacco Products dari WHO. Ratifikasi ini
memiliki urgensi yang tinggi dalam melindungi
kesehatan masyarakat, menurunkan tingkat
konsumsi produk tembakau, menyelaraskan
kebijakan nasional dengan upaya global
dalam mengendalikan epidemi tembakau,
dan membuka peluang bagi Indonesia untuk
menerima bantuan teknis dalam penerapan
protokol dan sistem pelacakan dan penelusuran
(3). Implementasi Pasal 15 dari protokol tersebut
juga penting (13) untuk mengamankan rantai
pasok produk tembakau, khususnya melalui
kewajiban perizinan bagi produsen rokok skala
mikro dan kecil guna membatasi produksi rokok
ilegal.
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